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RINGKASAN EKSEKUTIF 

   
 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat 

pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan 

penyusunan LAKIN DJP tahun 2017 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas 

pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019 maupun Perjanjian Kinerja 2017. 

LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud 

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya good governance, 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN 

merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di 

lingkungan DJP. 

 

DJP merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang mempunyai peran 

penting dalam penerimaan negara. 

Organisasi DJP memiliki jumlah kantor 

operasional lebih dari 500 unit kantor dan 

jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang 

yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. 

DJP merupakan Unit Eselon I terbesar di 

Kementerian Keuangan.  

 

LAKIN DJP merupakan perwujudan 

tugas sebagai perumus dan pelaksana 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan, dalam 

penyelenggaraan fungsi : 

1. perumusan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria di bidang perpajakan; 
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4. pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang perpajakan;  

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang perpajakan;  

6. pelaksanaan administrasi Direktorat 

Jenderal Pajak; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menteri Keuangan. 

 

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan 

dalam pencapaian visi DJP yang 

ditetapkan, yaitu: ñMenjadi institusi 

penghimpun penerimaan negara yang 

terbaik demi menjamin kedaulatan dan 

kemandirian negaraò dengan 

memperhatikan misi DJP yaitu ñMenjamin 

penyelenggaraan negara yang berdaulat 

dan mandiri dengan: 

¶ mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kepatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan 

penegakan hukum yang adil; 

¶ pelayanan berbasis teknologi 

modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan; 

¶ aparatur pajak yang berintegritas, 

kompeten, dan profesional; dan 

¶ kompensasi yang kompetitif 

berbasis sistem manajemen 

kinerja 

Seiring dengan berjalannya 

reformasi birokrasi, DJP menerapkan 

sistem Balance Scorecard (BSC) sebagai 

alat manajemen kinerja. Pengukuran 

kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu 

penilaian yang didasarkan pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang telah 

diidentifikasikan untuk tercapainya 

sasaran strategis dan tujuan sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJP.  

 

Strategis dan IKU DJP pada tahun 

2017 sebagai berikut:  

 
 
 
 

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One Direktorat 
Jenderal Pajak Tahun 2017 

Sasaran Strategis 
Kode 

IKU 
Uraian IKU 

Stakeholder Perspective   

Penerimaan pajak negara 

yang optimal 

1a-N Persentase realisasi penerimaan pajak 

Customer Perspective   

Pemenuhan layanan publik 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 

Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal 

wajib pajak 
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Sasaran Strategis 
Kode 

IKU 
Uraian IKU 

3b-N Persentase pertumbuhan jumlah WP 

Badan dan OP Non Karyawan yang 

melakukan pembayaran 

Internal Process Perspective   

Pelayanan prima 4a-N Jumlah penyampaian SPT melalui e-

Filing 

Peningkatan efektivitas 

penyuluhan 

5a-N Persentase efektivitas kegiatan 

penyuluhan 

Peningkatan efektivitas 

kehumasan 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 

Peningkatan ekstensifikasi 

perpajakan 

 7a-N Persentase WP Badan dan OP Non 

Karyawan yang terdaftar tahun berjalan 

dan WP TLTB yang melakukan 

pembayaran 

Peningkatan pengawasan 

wajib pajak 

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai 

ditindaklanjuti 

Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

9a-N Audit Coverage Ratio 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan 

joint audit 

Peningkatan efektivitas 

penyidikan 

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-

21)  

Peningkatan efektivitas 
penagihan 

11a-N Persentase pencairan piutang pajak 

11b-N Jumlah usulan penyanderaan 

Pengendalian mutu yang 
optimal 

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas 

LKPP dan LKBUN yang telah 

ditindaklanjuti 

Peningkatan kehandalan data 13a-N Persentase data eksternal teridentifikasi 

Learning and Growth Perspective 

SDM yang kompetitif 14a-CP persentase pejabat yang telah 

memenuhi standar kompetensi jabatan 

Organisasi yang kondusif 15a-CP Persentase implementasi inisiatif 
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Sasaran Strategis 
Kode 

IKU 
Uraian IKU 

transformasi kelembagaan 

 15b-N Indeks Tata Kelola Organisasi 

Sistem manajemen informasi 

yang andal 

16a-N Persentase penyelesaian pembangunan 

dan pengembangan modul sistem 

informasi 

16b-CP Tingkat downtime sistem TIK 

16c-CP Indeks implementasi IT Service 

Management Tahap I 

Pengelolaan anggaran yang 

optimal 

17a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran 

 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 

DJP Tahun 2017 sebagaimana tertuang 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 

2017 sebagian besar tercapai dengan 

baik. Dari 24 IKU Kemenkeu-One DJP, 

sebanyak 21 IKU (87,5 persen) berstatus 

hijau dan 3 IKU (12,5 persen) berstatus 

kuning serta tidak terdapat berstatus 

merah. 

 

Secara rinci data target dan realisasi 

IKU Kemenkeu-One DJP tahun 2017 

dapat disajikan sebagaimana tabel 

berikut: 

 

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 

Stakeholder Perspective (25%) 89,68 
1 Penerimaan pajak negara yang optimal 89,68 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 89,68% 89,68 

Customer Perspective (15%) 114,05 
2 Pemenuhan layanan publik 108,10 

2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 3,95 4,27 108,10 

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 120,00 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal WP 
Badan dan OP Non Karyawan 

50,00% 62,96% 120,00 

3b-N Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan 
dan OP Non Karyawan yang melakukan 
pembayaran 

25,00% 32,73% 120,00 

Internal Process Perspective (30%) 112,65 
4 Pelayanan Prima 109,90 

4a-N Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing 78,00% 85,72% 109,90 

5 Peningkatan efektivitas penyuluhan 120,00 

5a-N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan 55% 97,52% 120,00 
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Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama 

Target Realisasi 
Indeks 

Capaian 

6 Peningkatan efektivitas kehumasan 103,79 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 80,00 83,03 103,79 

7 Peningkatan ekstensifikasi perpajakan 93,87 

7a-N Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan 
yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB 
yang melakukan pembayaran 

100,00% 93,87% 93,87 

8 Peningkatan pengawasan Wajib Pajak 120,00 

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai 
ditindaklanjuti 

100,00% 120,00 120,00 

9 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 114,85 

9a-N Audit Coverage Ratio 100,00% 119,08% 119,08 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 88,00% 92,81% 105,47 

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan joint 
audit 

60,00% 78,08% 120,00 

10 Peningkatan efektivitas penyidikan 120,00 

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah 
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 

50,00% 115,52% 120,00 

11 Peningkatan efektivitas penagihan 120,00 

11a-N Persentase pencairan piutang pajak 35,00% 65,78% 120,00 

11b-N Jumlah usulan penyanderaan 66 WP/PP 82 WP/PP 120,00 

12 Pengendalian mutu yang optimal 104,11 

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 
LKBUN yang telah ditindaklanjuti 

75,00% 78,08% 104,11 

13 Peningkatan kehandalan data 120,00 

13a-N Persentase data eksternal teridentifikasi 40% 63,55% 120,00 

Learning and Growth Perspective (30%) 106,81 

14 SDM yang kompetitif 102,40 

14a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi 

standar kompetensi jabatan 

90,00% 92,16% 102,40 

15 Organisasi yang kondusif 108,16 

15a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK 90,00% 96,00% 106,67 

15b-N Indeks Tata Kelola Organisasi 74 81,15 109,66 

16 Sistem manajemen informasi yang andal 112,67 

16a-N Persentase penyelesaian pembangunan dan 

pengembangan modul system informasi 

100,00% 98,00% 98,00 

16b-CP Tingkat downtime sistem TIK 1,00% 0,0223% 120,00 

16c-CP Indeks implementasi IT Service Management 

Tahap I 

80 96 120,00 

17 Pengelolaan anggaran yang optimal 104,02 

17a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,00% 98,82% 104,02 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 105,37 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada 

Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015. 

 

Selama tahun 2017 Direktorat 

Jenderal Pajak telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan 

sebagaimana tertuang dalam Peta 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2017 yang diterjemahkan dalam Kontrak 

Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 

2017 yang terdiri dari 24 Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Dalam LAKIN Direktorat 

Jenderal Pajak ini akan dijabarkan 

perbandingan antara realisasi pencapaian 

IKU tahun 2017 dengan Kontrak Kinerja 

tahun 2017, serta beberapa kinerja 

lainnya yang telah dicapai oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

Dalam situasi dan kondisi 

perekonomian yang berfluktuasi dan 

bergerak cepat, serta tuntutan masyarakat 

yang sangat dinamis, tugas pengelolaan 

keuangan negara, khususnya di bidang 

fiskal merupakan sebuah tantangan. 

Walaupun demikian dengan dimotivasi 

dengan visi dan misi yang telah 
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ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak 

senantiasa berupaya untuk mengatasi 

segala tantangan tersebut, sehingga tugas 

yang diemban dapat diselesaikan sesuai 

dengan harapan. 

 

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat 

Jenderal Pajak telah mencapai 105,37. 

Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja 

pada masing-masing perspektif yaitu 

Stakeholders Perspective (22,42), 

Customers Perspective (17,11), Internal 

Process Perspective (33,80), dan 

Learning and Growth Perspective (32,04). 

 

Pada tahun 2017, pencapaian 

strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam 

mencapai penerimaan tercermin dalam 

IKU Persentase realisasi penerimaan 

pajak yang mencapai Rp1.151,10 triliun 

atau 89,68% dari target APBN-P tahun 

2017. Hal ini didapat salah satunya 

melalui Program Amnesti Pajak yang 

merupakan amanat dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Melalui Program 

Amnesti Pajak, DJP telah menerima uang 

tebusan dari Wajib Pajak sebesar 

Rp114.54 triliun, serta jumlah nominal 

harta yang diungkapkan sebesar 

Rp4.884,26 triliun. 

 

Melihat dari jumlah uang tebusan 

dan deklarasi harta, Program Amnesti 

Pajak yang diimplementasikan oleh 

Pemerintah Indonesia diklaim sebagai 

Amnesti Pajak terbesar dan tersukses di 

dunia. Hal ini tidak terlepas dari dukungan 

seluruh pihak, terutama dukungan dari 

Presiden Republik Indonesia yang 

bersedia ñterjun langsungò untuk 

melakukan sosialisasi Program Amnesti 

Pajak kepada Wajib Pajak di seluruh 

Indonesia. Selain itu, keberhasilan 

Program Amnesti Pajak dipandang 

sebagai upaya keras dari seluruh entitas 

Direktorat Jenderal Pajak yang tidak kenal 

lelah demi menyukseskan program 

pemerintah.

 

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban 

kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan 

sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan. 

 

 

Direktur Jenderal Pajak 

 

 

 

        Robert Pakpahan 
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PENDAHULUAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di perumusan dan 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. 

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. 

Komposisi Penerimaan Perpajakan pada postur Pendapatan Negara mencapai lebih dari 

70% (tujuh puluh persen). Tahun 2017, DJP mendapatkan target penerimaan pajak 

Rp1.283,57 triliun berdasarkan APBN-P Tahun 2017. 

 

Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya DJP dibiayai oleh APBN dengan 

arahnya untuk mendapatkan penerimaan 

APBN dari penerimaan perpajakan. Dalam 

rangka pertanggungjawaban pencapaian 

kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu 

instansi pemerintah, serta untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) di 

lingkungan Kementerian Keuangan, maka 

setiap instansi di lingkungan Kementerian 

Keuangan diwajibkan untuk membuat 

pelaporan kinerja sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 239/PMK.09/2016 tentang 

Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Lingkungan Kementerian Keuangan. 
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Laporan ini merupakan laporan 

berkala yang disusun DJP sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas 

kepada seluruh stakeholder. Penyusunan 

LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 

2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 95/PJ/2015. 

 

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi 

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut. 

 

1. Kedudukan 

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin 

oleh Direktur Jenderal Pajak yang 

berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan. 

 

2. Tugas Pokok 

Direktorat Jenderal Pajak 

mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang 

pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, DJP menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

b. pelaksanaan kebijakan di 

bidang perpajakan; 

c. penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang 

perpajakan; 

d. pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi di bidang 

perpajakan; 
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e. pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perpajakan; 

f. pelaksanaan administrasi 

Direktorat Jenderal Pajak; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menteri 

Keuangan.

 

 

C. PERAN STRATEGIS 

DJP memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP 

berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan 

strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh 

menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh 

tahun terakhir.  

 

Peran penerimaan pajak yang 

meningkat semakin terlihat setelah krisis 

ekonomi di mana APBN meningkat drastis 

karena harus menutup biaya baru. Untuk 

mengatasi masalah ini, pemerintah harus 

meningkatkan penerimaan perpajakan. 

Saat ini DJP berperan dalam menghimpun 

penerimaan sebesar lebih dari 70 persen 

dari total penerimaan dalam negeri. 

 

Secara umum pajak yang 

diberlakukan di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah. Jenis pajak yang 

dikelola oleh DJP adalah pajak pusat. 

Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak 

Tidak Langsung Lainnya. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah 

DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

 

DJP, dengan jumlah kantor 

operasional lebih dari 500 unit dan jumlah 

pegawai lebih dari 40.000 orang yang 

tersebar di seluruh penjuru nusantara, 
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merupakan organisasi terbesar dalam 

lingkup Kementerian Keuangan. Segenap 

sumber daya yang ada tersebut 

diberdayakan untuk melaksanakan 

pengamanan penerimaan pajak yang 

beban setiap tahunnya semakin 

bertambah. 

 

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri 

atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara 

Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan 

jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP 

adalah sebagai berikut. 

 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas serta 

pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada 

semua unsur di DJP. 

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang peraturan KUP, 

Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB 

dan BPHTB. 

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang peraturan PPh, perjanjian 

dan kerjasama perpajakan 

internasional, bantuan hukum, 

pemberian bimbingan dan 

pelaksanaan bantuan hukum, 

pemberian bimbingan dan 

bimbingan bantuan hukum, dan 

harmonisasi peraturan perpajakan. 

4. Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis bidang 

pemeriksaan dan penagihan pajak. 

5. Direktorat Penegakan Hukum, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang penegakan hukum 

perpajakan. 

6. Direktorat Ekstensifikasi dan 

Penilaian, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis bidang 

ekstensifikasi dan penilaian 

perpajakan. 

7. Direktorat Keberatan dan Banding, 

merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi di 

bidang keberatan dan banding. 

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi di bidang potensi, 

kepatuhan, dan penerimaan. 

9. Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan,dan Hubungan 

Masyarakat, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

penyuluhan, pelayanan, dan 

hubungan masyarakat. 

10. Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 



 

5 
 

standardisasi teknis di bidang 

teknologi informasi perpajakan. 

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan 

Transformasi Sumber Daya 

Aparatur, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi kepatuhan internal 

dan transformasi sumber daya 

aparatur. 

12. Direktorat Transformasi Teknologi 

Komunikasi dan Informasi, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang transformasi teknologi 

komunikasi dan informasi. 

13. Direktorat Transformasi Proses 

Bisnis, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

transformasi proses bisnis. 

14. Direktorat Perpajakan Internasional, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang perpajakan internasional. 

15. Direktorat Intelijen Perpajakan, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang intelijen perpajakan. 

16. Tenaga Pengkaji Bidang 

Ekstensifikasi dan Intensifikasi 

Pajak, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang ekstensifikasi 

dan intensifikasi pajak, serta 

memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

17. Tenaga Pengkaji Bidang 

Pengawasan dan Penegakan 

Hukum Perpajakan, mengkaji dan 

menelaah masalah di bidang 

pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan, serta 

memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

18. Tenaga Pengkaji Bidang 

Pembinaan dan Penertiban Sumber 

Daya Manusia, mengkaji dan 

menelaah masalah di bidang 

pembinaan dan penertiban sumber 

daya manusia, serta memberikan 

penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan 

Perpajakan, mengkaji dan 

menelaah masalah di bidang 

pelayanan perpajakan, serta 

memberikan penalaran pemecahan 

konsepsional secara keahlian. 

 

DJP memiliki kantor wilayah yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit 

Kanwil DJP adalah melaksanakan 

koordinasi, bimbingan teknis, 

pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta 

penjabaran kebijakan serta pelaksanaan 

tugas di bidang perpajakan berdasarkan 

perundang-undangan. Total seluruh 

Kanwil DJP adalah sebanyak 33 unit. Unit 

ini dapat dibedakan atas: 

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus yang 

berlokasi di Jakarta; dan 

2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP 

Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP 

Jakarta Khusus yang lokasinya 
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tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. 

 

Sebagai perpanjangan tangan 

kantor wilayah, DJP memiliki total 341 unit 

KPP. Unit KPP mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 

dan pengawasan kepada wajib pajak. 

KPP dapat dibedakan berdasarkan 

segmentasi wajib pajak yang 

diadministrasikannya, yaitu: 

1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus 

mengadministrasikan wajib pajak 

besar nasional; 

2. KPP Madya, khusus 

mengadministrasikan wajib pajak 

besar regional dan wajib pajak 

besar khusus yang meliputi badan 

dan orang asing, penanaman modal 

asing, serta perusahaan masuk 

bursa; dan  

3. KPP Pratama, menangani Wajib 

Pajak lokasi.  

 

Untuk menjangkau masyarakat yang 

tinggal di daerah-daerah terpencil 

(remote) yang tidak terjangkau oleh KPP, 

maka pelaksanaan pelayanan, 

penyuluhan, dan konsultasi perpajakan 

dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, 

Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar 

diseluruh Indonesia terdapat 207 unit.  

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga 

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri 

atas: 

1. Pusat Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (PPDDP) 

setingkat Eselon II; 

2. Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Makassar; 

3. Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Jambi; 

4. Kantor Pengolahan Data Eksternal 

(KPDE); dan 

5. Kantor Layanan Informasi dan 

Pengaduan (KLIP).  
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Bagan Organisasi DJP 

 

 

 

  

 

 

 

  

Direktur Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Pengkaji 

¶ Bidang Pelayanan Perpajakan 

¶ Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan 

¶ Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan 

¶ Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM 

 

Direktorat 

¶ Direktorat Peraturan Perpajakan I 

¶ Direktorat Peraturan Perpajakan II 

¶ Direktorat Pemeriksaan & 

Penagihan 

¶ Direktorat Penegakan Hukum 

¶ Direktorat Ekstensifikasi & 

Penilaian 

¶ Direktorat Keberatan & Banding 

¶ Direktorat Potensi, Kepatuhan, 

dan Penerimaan 

¶ Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat 

¶ Direktorat Teknologi Informasi 

Perpajakan 

¶ Direktorat Kepatuhan Internal dan 

Transformasi Sumber Daya 

Aparatur 

¶ Direktorat Transformasi Teknologi 

Komunikasi dan Informasi 

¶ Direktorat Transformasi Proses 

Bisnis 

¶ Direktorat Perpajakan 

Internasional 

¶ Direktorat Intelijen Perpajakan 

Kantor Wilayah 

¶ Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

¶ Kanwil DJP Jakarta Khusus 

¶ Kanwil DJP Aceh 

¶ Kanwil DJP Sumatera Utara I 

¶ Kanwil DJP Sumatera Utara II 

¶ Kanwil DJP Riau & Kep. Riau 

¶ Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi 

¶ Kanwil DJP Sumatera Selatan & 

Kep. Bangka Belitung 

¶ Kanwil DJP Bangkulu & Lampung 

¶ Kanwil DJP Banten 

¶ Kanwil DJP Jakarta Pusat 

¶ Kanwil DJP Jakarta Utara 

¶ Kanwil DJP Jakarta Barat 

¶ Kanwil DJP Jakarta Timur 

¶ Kanwil DJP Jakarta Selatan I 

¶ Kanwil DJP Jakarta Selatan II 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat I 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat II 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat III 

¶ Kanwil DJP Jawa Tengah I 

¶ Kanwil DJP Jawa Tengah II 

¶ Kanwil DJP DI Yogyakarta 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur I 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur II 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur III 

¶ Kanwil DJP Kalimantan Barat 

¶ Kanwil DJP Kalimantan Selatan & 

Tengah 

¶ Kanwil DJP Kalimantan Timur 

¶ Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, 

dan Tenggara 

¶ Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, 

Gorontalo, dan Maluku Utara 

¶ Kanwil DJP Bali 

¶ Kanwil DJP Nusa Tenggara 

¶ Kanwil DJP Papua & Maluku 

Unit Pelaksana Teknis 

¶ Pusat Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (PPDDP) 

¶ Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Makassar 

¶ Kantor Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan (KPDDP) 

Jambi 

¶ Kantor Pengolahan Data Eksternal 

(KPDE) 

¶ Kantor Layanan Informasi dan 

Pengaduan (KLIP) 

Kantor Pelayanan Pajak 

KP2KP 
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E. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 adalah sebagai 

berikut: 

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan 

secara singkat tentang tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai beserta hasil 

capaiannya. 

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara 

singkat tentang latar belakang 

penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, 

dan fungsi DJP; peran strategis; struktur 

organisasi DJP; serta sistematika 

pelaporan. 

Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan 

Kinerja, yang menguraikan tentang 

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 

tahun 2016. 

 

 

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang 

menjelaskan tentang Capaian Kinerja, 

Analisis Capaian Kinerja, dan 

Akuntabilitas Keuangan. 

Bab IV. Penutup, yang menguraikan 

tentang keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran yang ditetapkan, 

permasalahan dan kendala, serta strategi 

pemecahannya untuk tahun mendatang. 
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PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi 

sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan 

tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk 

jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 menjadi acuan 

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. 

 

Penyusunan Renstra Tahun DJP 

2015-2019 mengacu pada dokumen-

dokumen perencanaan di level 

Kementerian Keuangan dan Nasional, 

meliputi Kebijakan Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2014-2024, Cetak Biru 

Transformasi Kelembagaan Kementerian 

Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019, dan Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 

2015-2019. Renstra DJP Tahun 2015-

2019 telah ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-

2019. 

 

Secara umum Renstra DJP Tahun 

2015-2019 memuat: 

1) Profil DJP; 

2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-

nilai Kementerian Keuangan; 

3) Arah Kebijakan Kementerian 

Keuangan; 

4) Arah Kebijakan DJP; 

5) Tujuan dan Destination 

Statement DJP; 

6) Sasaran Strategis dan Indikator 

Utama; 
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7) Inisiatif Strategis dan Program 

Strategis; 

8) Kerangka Regulasi, Kerangka 

Kelembagaan, dan Kerangka 

Pendanaan; dan 

9) Lembaran Strategis. 

 

LAKIN DJP merupakan wujud atas 

pertanggungjawaban kinerja DJP dalam 

mencapai Sasaran Strategis DJP pada 

tahun 2017 yang tergambar pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One DJP 

tahun 2017 sebagai realisasi Penetapan 

Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP 

Tahun 2015-2019. 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

Sesuai Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, 

Visi DJP adalah  

ñMenjadi Institusi Penghimpun 

Penerimaan Negara yang Terbaik 

demi Menjamin Kedaulatan dan 

Kemandirian Negaraò 

 

Kalimat Visi DJP berupaya 

mendukung Visi Pemerintah 

berdasarkan Nawa Cita yaitu 

ñTerwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royongò. Kalimat visi dalam 

Renstra DJP tersebut menegaskan 

bahwa segala strategi yang 

dituangkan dalam dokumen Renstra 

DJP ditujukan untuk mensukseskan 

Visi dan Misi Pemerintah. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

Misi merupakan jalan yang 

ditentukan untuk menuju masa 

depan. Misi DJP menunjukkan 

mengapa DJP diperlukan di 

Indonesia serta apa yang dilakukan 

oleh DJP sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

 

Sesuai dengan tugas dan 

fungsi DJP, Misi DJP adalah: 

ò Menjamin penyelenggaraan negara 

yang berdaulat dan mandiri dengan: 

¶ mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kepatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan 

penegakan hukum yang adil; 

¶ pelayanan berbasis teknologi 

modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban 

perpajakan; 

¶ aparatur pajak yang 

berintegritas, kompeten, dan 

profesional; dan 

¶ kompensasi yang kompetitif 

berbasis sistem manajemen 

kinerjaò. 

Untuk mencapai visi dan 

melaksanakan misi tersebut di atas, 

ditetapkanlah tujuan, sasaran 

strategis, inisiatif strategis dan 

program strategis. 
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3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan 

Inisiatif 

Tujuan yang ingin dicapai oleh 

Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana juga diamanatkan 

dalam Renstra Kementerian 

Keuangan Tahun 2015-2019 adalah 

optimalisasi penerimaan negara dan 

reformasi administrasi perpajakan. 

Tujuan ini kemudian dituangkan 

dalam Destination Statement 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2015-2019 sebagai berikut. 

 

Tabel Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Tax Ratio* 13,2% 14,2% 14,6% 15,2% 16% 

Penerimaan 
Pajak 

1.294 T 1.512 T 1.737 T 2.007 T 2.329 T 

SPT melalui 
e-Filing 

2 Juta 7 Juta 14 Juta 18 Juta 24 Juta 

Jumlah WP 
terdaftar 

32 Juta 36 Juta 40 Juta 42 Juta 44 Juta 

* termasuk 1% pajak daerah 

 

Dalam rangka mencapai 

tujuan serta memastikan 

terpenuhinya destination statement 

sebagaimana disebutkan di atas, 

DJP menetapkan Arah Kebijakan 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2015-2019 sebagai berikut: 

Å Tahun 2015 : Pembinaan Wajib 

Pajak; 

Å Tahun 2016:  Penegakan Hukum; 

Å Tahun 2017:  Rekonsiliasi; 

Å Tahun 2018:  Sinergi Instansi 

Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, 

dan Pihak lain (ILAP);  

Å Tahun 2019:  Kemandirian APBN. 

 

Sasaran Strategis DJP 2015-2019 dan penjabarannya dalam bentuk Inisiatif 

Strategis adalah sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

1. Penerimaan pajak yang 
optimal 

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran 
Strategis yang berada di Stakeholder Perspective, 
merupakan hasil (outcome) dari satu atau lebih 
inisiatif strategis yang dilakukan pada Internal 
Process Perspective dan Learning and Growth 
Perspective, sehingga tidak ada inisiatif strategis dan 
UICnya) 
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No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

2. Pemenuhan layanan 
publik 

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran 
Strategis yang berada di Customer Perspective, 
merupakan output dari satu atau lebih inisiatif 
strategis yang dilakukan pada Internal Process 
Perspective dan Learning and Growth Perspective, 
sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya) 

3. Kepatuhan wajib pajak 
yang tinggi 

4. Pelayanan prima 

     

a. Migrasi wajib pajak e-filing TIP*, TTKI, 
TPB, 
P2Humas 

b. Secara drastis meningkatkan 
kapasitas call center 

P2Humas*,  
TPB, TTKI 

c. Ekspansi fungsionalitas website P2Humas*, 
TIP, TTKI 

5. Peningkatan efektivitas 
penyuluhan dan 
kehumasan 

d. Meluncurkan strategi 
komunikasi terpadu 

P2Humas*, 
Indik, P2, 
KITSDA 

6. Peningkatan 
ekstensifikasi perpajakan 

e. Menjangkau ekonomi informal 
melalui pendekatan end-to-end 

EP* 

f. Penajaman ekstensifikasi Wajib 
Pajak 

EP*,TIP. TTKI, 
PKP,  TPB, 
Setditjen 

7. Peningkatan 
pengawasan wajib pajak 

g. Memperbaiki segmentasi dan 
model penjangkauan Wajib 
Pajak 

Setditjen*, 
KITSDA, TPB, 
TTKI, TIP 

h. Membenahi sistem administrasi 
PPN 

PP I*, TPB, 
TTKI, TIP, 
PKP 

   i. Menyusun model manajemen 
kepatuhan Wajib Pajak berbasis 
risiko (Compliance Risk 
Management) 

PKP*, 
Setditjen, P2, 
TIP, TTKI, 
TPB, EP, KB 

j. Meningkatkan intensifikasi 
pengumpulan pajak 

PKP*, TIP. PP 
I, PP II, TPB, 
EP, KITSDA, 
Setditjen, KB, 
P2Humas 

8. Peningkatan efektivitas 
pemeriksaan 

k. Meningkatkan efektivitas 
pemeriksaan 

P2*, TIP, TTKI, 
Setditjen, 
KITSDA 

9. Peningkatan efektivitas 
penegakan hukum 

l. Memastikan kualitas dan 
konsistensi penegakan hukum 

P2*, KB, Indik, 
PP1, PP2, TIP, 
TTKI 

m
. 

Meningkatkan efektivitas 
penagihan 

P2*, TTKI, 
TPB 
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No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Unit in Charge 

n. Penegakan Hukum Secara 
Selektif untuk Memberikan Efek 
Jera kepada Wajib Pajak (blokir 
rekening, pencegahan ke luar 
negeri, penyanderaan/gijzeling, 
dan penyidikan) 

Indik*, 
P2Humas, P2, 
PP I, PP II 

 

10. Peningkatan kehandalan 
data 

o. Secara sistematis melibatkan 
pihak ketiga untuk data, 
penegakan , dan penjangkauan 
wajib pajak 

P2Humas*, 
PP I, TPB, 
TTKI, TIP, P2, 
Indik, EP 

p. Menyempurnakan KPP TIP*, Setditjen, 
TPB, 
P2Humas, 
TTKI, KITSDA, 
PP I, PP II 

11. Organisasi dan 
transformasi yang handal 

r. Penguatan Organisasi Setditjen*, 
KITSDA, TPB 

 

 

4. Program 

Program didefinisikan sebagai 

kumpulan kegiatan nyata, sistematis, 

dan terpadu yang dilaksanakan 

dalam rangka kerja sama dengan 

masyarakat untuk mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Program yang dilaksanakan oleh 

DJP pada tahun 2017 adalah 

ñProgram Peningkatan dan 

Pengamanan Penerimaan Pajakò.  

 

Program tersebut 

dilaksanakan dengan dukungan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) 015 Tahun Anggaran 2017, 

dengan besar sebesar 

Rp6.518.655.742.000,00 Secara 

teknis program tersebut dijabarkan 

menjadi 19 kegiatan. Kegiatan-

kegiatan DJP sesuai program di atas 

antara lain sebagai berikut: 

a. Peningkatan pelayanan serta 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan; 

b. Pembinaan, pemantauan dan 

dukungan teknis di bidang 

teknologi, komunikasi dan 

informasi perpajakan; 

c. Pelaksanaan reformasi proses 

bisnis; 

d. Peningkatan pelaksanaan 

ekstensifikasi perpajakan; 

e. Peningkatan efektivitas kegiatan 

intelijen perpajakan; 

f. Peningkatan layanan di bidang 

penyelesaian keberatan dan 

banding; 
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g. Peningkatan, pembinaan dan 

pengawasan SDM, dan 

pengembangan organisasi; 

h. Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan, dan optimalisasi 

pelaksanaan penagihan; 

i. Perumusan kebijakan, 

standardisasi dan bimbingan 

teknis, evaluasi dan 

pelaksanaan di bidang analisis 

dan evaluasi penerimaan 

perpajakan; 

j. Perumusan kebijakan di bidang 

PPN, PBB, BPHTB, KUP, 

PPSP, dan Bea Meterai 

k. Perumusan kebijakan di bidang 

PPh; 

l. Perencanaan, pengembangan, 

dan evaluasi di bidang 

teknologi, komunikasi dan 

informasi; 

m. Pembinaan penyelenggaraan 

perpajakan dan penyelesaian 

keberatan di bidang perpajakan 

di daerah; 

n. Pelaksanaan penyuluhan, 

pelayanan, pengawasan dan 

konsultasi perpajakan di 

daerah; 

o. Pengelolaan data dan dokumen 

perpajakan; 

p. Dukungan manajemen dan 

dukungan teknis lainnya DJP; 

q. Pelaksanaan kegiatan layanan 

informasi umum perpajakan dan 

pengelolaan pengaduan; 

r. Peningkatan kegiatan 

penyidikan; dan 

s. Perumusan kebijakan dan 

standardisasi perpajakan 

internasional. 

 

B. PRIORITAS NASIONAL 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Bappenas 

menggunakan metode baru dengan mengadopsi pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, 

dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program. Money 

follows program adalah memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program 

yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian 

prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku 

kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas 

yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, 

penyusunan program dan kegiatan 

prioritas nasional dalam RKP Tahun 2017 

berpengaruh dalam penentuan kegiatan 

prioritas pada seluruh 

Kementerian/Lembaga. Terdapat 24 (dua 
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puluh empat) Prioritas Nasional yang 

ditetapkan dalam RKP Tahun 2017, yaitu: 

Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; 

Kemaritiman dan Kelautan; Revolusi 

Mental; Daerah Perbatasan; Daerah 

Tertinggal; Pelayanan Kesehatan; 

Pelayanan Pendidikan; Antar Kelompok 

Pendapatan; Desa dan Kawasan 

Pedesaan; Perumahan dan Permukiman; 

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; 

Kepastian dan Penegakan Hukum; 

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas 

Diplomasi; Reformasi Birokrasi; 

Perkotaan; Percepatan Pertumbuhan 

Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK); 

Pembangunan Pariwisata; Peningkatan 

Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 

Peningkatan Ekspor Non Migasl; 

Pengembangan Konektivitas Nasional; 

Reformasi Fiskal; Reformasi Agraria; dan 

Prioritas Presiden. 

 

Masing-masing Prioritas Nasional 

dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam 

Program-Program Prioritas, yang 

selanjutnya didetilkan kembali ke dalam 

Kegiatan-Kegiatan Prioritas untuk 

kemudian dijabarkan dalam bentuk 

proyek-proyek yang akan dilaksanakan 

oleh Kementerian/Lembaga terkait. 

 

Setelah dilakukan pembahasan dan 

harmonisasi dalam forum multilateral 

meeting yang dilanjutkan dengan trilateral 

meeting Penyusunan Renja 

Kementerian/Lembaga Tahun 2017, 

ditetapkan bahwa pada tahun 2017 

Kementerian Keuangan khususnya 

Direktorat Jenderal Pajak memiliki proyek-

proyek yang mendukung pencapaian 

Prioritas Nasional. Proyek DJP yang 

mendukung pencapaian Prioritas Nasional 

Tahun 2017 adalah sebagai berikut.. 
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Prioritas 
Nasional 

Program 
Prioritas 

Kegiatan 
Prioritas 

Proyek Kementerian 
Keuangan 

Reformasi 
Fiskal 

Optimalisasi 
Penerimaan 
Negara 

Optimalisasi 
Perpajakan 

¶ Pembenahan sistem 

administrasi perpajakan. 

¶ Penyediaan layanan yang 

mudah, cepat dan akurat. 

¶ Peningkatan efektivitas 

penegakan hukum bagi 

penyelundup pajak (tax 

evasion). 

Dukungan 
Regulasi 

¶ Harmonisasi peraturan. 

¶ Revisi UU terkait ketentuan 

fiskal. 

 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator 

kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 

 

Perjanjian Kinerja tahun 2017 

Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada 

Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan 

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 

mengacu sama Renstra DJP Tahun 2015-

2019 dan Cetak Biru Program 

Transformasi Kelembagaan Kementerian 

Keuangan tahun 2014-2025.   

 

Perwujudan amanah/tanggung 

jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian 

Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian 

Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang 

akan diwujudkan Direktorat Jenderal 

Pajak oleh seorang Direktur Jenderal 

selaku penerima amanah dari Menteri 

Keuangan. Peta Strategi DJP tahun 2017 

adalah sebagai berikut:
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Dari peta tersebut tergambar bahwa 

jumlah Sasaran Strategis (SS) ada 

sebanyak 17 (tujuh belas) SS dan 

diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebanyak 24 (dua puluh 

empat) IKU. Sasaran Strategis tersebut 

saling berkaitan satu sama lain sehingga 

diharapkan dapat menopang pencapaian 

Visi DJP. 

 

Penyempurnaan (Refinement) IKU 

pun dilakukan agar pengukuran kinerja 

semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun 

2017, terdapat beberapa IKU yang 

dimunculkan, diperbaiki, maupun dihapus, 

termasuk peningkatan target. Salah satu 

IKU yang mendapatkan peningkatan 

target adalah jumlah usulan 

penyanderaan. IKU tersebut merupakan 

sebagai bentuk komitmen DJP pada 

penegakan hukum kepada para 

penunggak pajak yang tidak memiliki 

iktikad baik dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, Target IKU ini melonjak 

dua kali lipat dari tahun 2016 yang 

sebesar 33 WP menjadi 66 WP pada 

tahun 2017. 

 

Direktur Jenderal Pajak telah 

menandatangani Kontrak Kinerja 2017 

dengan Menteri Keuangan dengan rincian 

sebagai berikut.

: 
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Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One 
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 

Sasaran Strategis 
Kode 

IKU 
Uraian IKU 

Penerimaan pajak negara 

yang optimal 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

Pemenuhan layanan publik 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 

Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

3a-CP Persentase tingkat kepatuhan formal 

wajib pajak 

3b-N Persentase pertumbuhan jumlah WP 

Badan dan OP Nonkaryawan yang 

melakukan pembayaran 

Pelayanan prima 4a-N Jumlah penyampaian SPT melalui e-

Filing 

Peningkatan efektivitas 

penyuluhan 

5a-N Persentase efektivitas kegiatan 

penyuluhan 

Peningkatan efektivitas 

kehumasan 

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan 

Peningkatan ekstensifikasi 

perpajakan 

 7a-N Persentase WP Badan dan OP Non 

Karyawan yang terdaftar tahun berjalan 

dan WP TLTB yang melakukan 

pembayaran 

Peningkatan pengawasan 

wajib pajak 

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai 

ditindaklanjuti 

Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

9a-N Audit Coverage Ratio 

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan 

joint audit 

Peningkatan efektivitas 

penyidikan 

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-

21)  

Peningkatan efektivitas 
penagihan 

11a-N Persentase pencairan piutang pajak 

11b-N Jumlah usulan penyanderaan 

Pengendalian mutu yang 
optimal 

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas 

LKPP dan LKBUN yang telah 

ditindaklanjuti 
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Sasaran Strategis 
Kode 

IKU 
Uraian IKU 

Peningkatan kehandalan data 13a-N Persentase data eksternal teridentifikasi 

SDM yang kompetitif 14a-CP Persentase pejabat yang telah 

memenuhi standar kompetensi jabatan 

Organisasi yang kondusif 15a-CP Persentase implementasi inisiatif 

transformasi kelembagaan 

 15b-N Indeks Tata Kelola Organisasi 

Sistem manajemen informasi 

yang andal 

16a-N Persentase penyelesaian pembangunan 

dan pengembangan modul sistem 

informasi 

16b-CP Tingkat downtime sistem TIK 

16c-CP Indeks implementasi IT Service 

Management Tahap I 

Pengelolaan anggaran yang 

optimal 

17a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 

pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 105,37. Nilai tersebut 

berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukan pada 

tabel di berikut. 

Perpektif Bobot Nilai 

Stakeholder 25% 89,68 

Customer 15% 114,05 

Internal Process 30% 112,65 

Learning & Growth 30% 106,81 

Nilai Kinerja Organisasi 105,37 

Catatan Status NKO: 
100Ò x Ò 120 = memenuhi ekspektasi;   
80Ò x < 100   = belum memenuhi ekspektasi 
X < 80           = tidak memenuhi ekspektasi 

 

Kinerja DJP Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut. 
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100,97
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110
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Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut. 

 

Stakeholder Perspective 

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal 

1 Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 89,68% 89,68 

 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 

Sampai dengan triwulan terakhir, yaitu Q4 2017, penerimaan pajak mencapai 

Rp1.151,13 Triliun dari target Rp1.283,56 Triliun, atau 89,68% sehingga masih 

terdapat shortfall sebesar Rp.132 Triliun dari target APBN-P 2017. Persentase 

capaian penerimaan pajak s.d. Q4 2017 adalah 89,68%, lebih baik dibandingkan 

persentase capaian periode yang sama tahun 2016 yaitu 81,60% dan pada tahun 

2015 yaitu 81,96%. 

 

Adapun detil capaian persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 

2016 beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel berikut. 

92,56%
91,56%

81,96% 81,59%

89,68%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

2013 2014 2015 2016 2017

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK
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Sumber: Laporan Penerimaan Pajak DJPb run data tanggal 16 Januari 2018, Rupiah dalam Miliar 

Penerimaan tahun 2017 tumbuh 4,08%, sedikit lebih rendah dibandingkan 

penerimaan periode yang sama tahun 2016 yaitu 4,25%. Namun demikian, apabila 

unsur Amnesti Pajak dan revaluasi aktiva tetap dikeluarkan, penerimaan 2017 tumbuh 

15,8% dibandingkan dengan realisasi 2016. 

 

1. PPh Nonmigas 

Meskipun mencatatkan 

pertumbuhan positif untuk 

penerimaan PPh Pasal 21, 22 

Impor, 23, 25/29 dan 26, secara 

keseluruhan pertumbuhan 

penerimaan PPh Nonmigas 

mengalami penurunan sebesar -

5,32%. Hal ini terutama diakibatkan 

oleh menurunnya penerimaan 

Amnesti Pajak, yang pada tahun 

2017 hanya menyisakan periode 

terakhir dengan tarif lebih tinggi 

dibandingkan periode sebelumnya. 

Apabila Penerimaan Amnesti Pajak 

dikecualikan, PPh Nonmigas secara 

keseluruhan naik 11,3%. PPh Final 

juga mengalami penurunan -9,65% 

terutama karena telah berakhirnya 

masa revaluasi aktiva tetap sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 

191/PMK.010/2015 s.t.d.d PMK-

29/PMK.03/2016. 

 

a. PPh Pasal 21 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 21 pada tahun anggaran 

2017 mencapai Rp117,76 triliun 

atau tumbuh 7,41% 

dibandingkan realisasi tahun 

anggaran 2016. Pertumbuhan 

PPh Pasal 21 ini jauh lebih baik 

dibandingkan pertumbuhan di 

tahun anggaran 2016 yang 

mencapai -4,22%. Naiknya 

batasan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) pada bulan 

Juli 2016 menyebabkan 

perlambatan pada penerimaan 

PPh Pasal 21 di semester I 




































































































































































































